
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndont'sia 

Tahun 1981 l~omor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten Dalam 

Llngkungan Provins! Jawa Tengah; 

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

c. bahwa berdasarken pertimbangan sebagarmana 

d,maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 

Peraluran Oaerah tentang Usaha Hotel dan Penginapan, 

b. bahwa sejalan dengan berkembangnya jenfs-1enls usaha 

hole! dan pengrnapan, serta bertambahnya kewenangan 

Pemerintah Oaerah dalam mengatur usaha hotel dan 

penginapan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 

Tlngkal II Banyumas Nomor 37 Tahun 1995 sudah tidak 

sesuai lagi dan perlu ditlnjau kemball; 

bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum bag! 

pemberian lzin usaha dan pedoman pemblnaan, 

pengawasan serta pengimdalian usaha Hotel sesuai 

kewenangan yang dimiliki Pemerintah Oaerah telah 

ditetapkan Pera1uran Oaerah Kabupaten Oaerah Tingkat 

II Banyumas Nomor 37 Tahun 1995 tentang Usaha Hotel 

Melati; 

a 

BUPATI BANYUMAS, 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

USAHA HOTEL DAN PENGIN.APAN 

NOMOR 3 TAHUN 2009 

TENT ANG 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Mengingat 

Menimbang 



3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwlsataan (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 1990 NOTQr 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 3427); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 lentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 3495), 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 lentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3699), 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286): 

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355): 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben­ 
tukan Peraluran Perundanq-undanqan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan t.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republ1k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4437), sebagalmana 
telah beberapa kall diubah terakhir dengan Unnang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
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Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 lenlang Penunjukan, 
Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhontian 
Pegawal Negeri Sip1I Sebaga, Penyld1k Pada Pemenntah 
Daerah Kabupalen Oaerah Tingkat II Banyumas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Serl D). 

17 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 
2008 lentang Usaha Rekreasl dan Htburan Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 
Nomor 3 Seri C), 

Daerah Tlngkat II 16. Peraturan Daerah Kabupaten 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 

Reput,llk tndones.a Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kllab Undang-Undang Hukum Acara Pldana 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republ,k 
Indonesia Nomor 3258): 

12. Peraturan Pemerlntah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 
Penyelenggaraan Kepariwlsataan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3658), 

13. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan 
lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerlntah Daerah Provinsl, dan Pemenntah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4737), 

15. Peraturan Preslden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan. dan Penyebar1uasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

3



5 Usaha Hotel adalah usaha penyediaan bangunan yang khusus disedlakan bagJ 

orang untuk dapat menglnap/istlrahat memperoleh pelayanan dan/atau Iasihtas 

lainnya dengan dipungul bayaran termasuk bangunan lalnnya yang menyatu, 

dlkelola dan dimlliki oleh plhak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang hdak 

lermasuk persyaratan kualiflkasl hotel sesua, Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku 

6. Usaha Penglnapan Remaja adalah usaha penglnapan yang dlarahkan pada 

pengembangan wisata remaja dan tidal<. sernata-mata bertujuan komersial atau 

mementingkan laba, yang menggunakan seluruh atau sebaglan dan suatu 

bangunan untuk kaperluan peiayanan penginapan dan petayanan-pelayanan lain 

Pa3al 1 

Dalam Peraturan Oaerah lnl yang di maksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas 

2 Pemerlntah Daerah adalah Bupatl dan Perangkal Oaerah sebaga, unsu(!) 

penyelenggara Pemenntahan Oaerah. 

3 Bupatl adalah Bupah Banyumas. 

4 Usaha Hotel dan Penglnapan adaiah usaha penyedlaan tempat untuk 

menginapllstlrahal yang mellputi Usaha Hotel. Usaha Penginapan Remaja Usaha 

Pondok w,sala, dan Usaha lndekos 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

PENGINAPAN. 

Monetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

dan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN OAERAH TENTANG USAHA HOTEL DAN 

Oengan Persetujuan Borsama 

18 Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Orgamsas, dan Tata KerJa D,nas 

Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah 

Kabupaten 8anyumas Tahun 2008 Nomor 2 Sen D), 
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15. Surat Ketetapan Retribusl Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya d1slngkat 

SKRDLB adalah suret keputusan yang menentukan jum!ah kelebihan 

pembayaran retribusi karena Jumlah kredlt retribusl leb,h besar darlpada retribusi 

yang terutang dan tldak seharusnya terutang 

16. Penyidlkan Tindal< Pidana adalah seranqkaran tindakan yang dllakukan oleh 

penyldlk untuk mencan serta mengumpulkan buk1i yang dengan bukti ltu 

membuat terang tlndak pidana yang terjadi, serta menemukan tersangkanya 

17 Peny1dlk adalah Pejabat Polis! Negara Republlk Indonesia atau PeJabat PegawaJ 

Negeri Sipil tertentu yang d1beri tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang 
untuk melakukan penyidikan 

14.Surat Taglhan Retrlbusi Daerah yang selanjutnya distngkat STRD adalah Surat 

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda 

13. Surat Ketetapan Retrlbusi Daerah yang selan/utnya dlsingkat SKRD adalah Surat 

Keputusan yang menentukan besarnya iumlah retrlbusl terutang 

7 Usaha Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan menggunakan sebag1an 

rumah tinggalnya untuk penglnapan bagl w1satawan dengan perh,tungan 

pembayaran harian 

8. Usaha Tempat lndekos adalah usaha penyediaan tempat t,nggal bagi seseorang 

atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan 

seluruh/sebaglan rumah tinggal atau bangunan khusus untuk usaha tersebut. 

9 Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang d1tunjuk yang memlmpln 

senari-hart dan bertanggungJawab alas pengetolaan keg,atan/usaha 

10.lzln Usaha adalah lzln yang d1berikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan 

kegiatan/usaha. 

11.Sanitasl dan Kesehatan llngkungan adatah sanitasl den kesehatan yang 

mencakup perorangen, makanan dan mlnuman serta lingkungan 

12. Baden adalah suatu Badan Usaha yang mellputl Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroen lainnya, Bedan Usaha Mllik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Flrma. Kongsl. 

Koperasl, Yayasan atau Organlsasi yang sejenis, Lembaga, Dana Penslun, 

Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lalnnya. 
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Pasal 4 

(1) Usaha hotel bintang d1golongkan dalam 5 (lima) kelas dan dmyatakan dengan 

p1agam bertanda bintang 

(2) Baden usaha yang menyelenggarakan usaha hotel dengan tanda b1ntang 

1 (satu) atau tanda bintang 2 (dua), dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), 

Perseroan Komanditer (CV), Flrma (Fa), Koperasl atau Yayasan 

Bagian Kesatu 

Usaha Hotel Bintang 

BABIV 

PENGGOLONGAN USAHA 

Pasal 3 

( 1) Us aha hotel dan usaha penginapan remaja dapat berbentuk bad an us aha a tau 

usaha perorangan. 

(2) Usaha pondok wisata dan usaha tempat lndekos berbentuk usaha perorangan 

(3) Badan usaha sebagalmana dimaksud pada ayat (1} dapat berbentuk badan 

usaha Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), 

Koperasi atau Yayasan 

BAB Ill 

BENTUK USAHA 

Pasal2 

{1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Oaerah lnl meltputi Usaha Hotel 

Blntang, Usaha Hotel Melatl. Usaha Penginapan Rernaja. Usaha Pondok W,sala 

dan Usaha Tempat lndekos. 

(2) Pembedaan usaha hotel dldasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan. 

peralalan pengelolaan, serta mutu pelayanan sesual dengan persyaratan 

pengelolaan hotel. 

BAB II 

RUANG LJNGKUP 

18 Penyidlk Pegawal Negen Sipll adalah PeJabat Pegawa, Negen S,p,1 tenentu d, 

Lingkungan Pemerlntah Oaerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang­ 

Undang untuk melakukan penyid1kan ~tas_pelanggaran Peraturan Daerah 
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Pasal9 

(1) Usaha hotel melall dlgolongkan dalam 3 (tiga) kelas dan d1nyatakan dengan 
plagam bertanda bunga melati 

(2) Kriteria dan persyaratan golongan kelas usaha hotel metan dltetapkan 
dengan Peraturan Bupau 

Bagian Kedua 

Usaha Hotel MelaU 

Pasal8 

Piagam golongan kelas usaha hotel bintang dlpasang pada tempat yang mudah 
d1llhat oleh umum 

Pasal7 

(1) Piagam golongan kelas us aha hotel bin tang berlaku unluk Jangka waktu 
3 (tlga) tahun 

(2) Penetapan golongan kelas usaha hotel blntang setlap waklu dapat d1tinjau 

kembafl oleh Bupati untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dlpenuhl. 

(3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan lsi piagam golongan kelas usaha 
hotel bintang ditetapkan dengan Peraturan Bupatl. 

Pasal6 

(1) Golongan kelas usaha hotel blntang tert,nggi dlnyatakan dengan p,agam 

bertanda 5 (llma) bintang, sedangkan golongan kelas usaha hotel bintang yang 
terendah dinyatakan dengan plagam bertanda 1 (satu) bintang 

(2) Dalam hal usaha hotel bintang dapat melampaui persyaratan golongan kelas 

usaha hotel dengan tanda 5 (llma) bintang, maka Bupat, memberikan piagam 
khusus golongan kelas usaha hotel. 

Pasal5 

Kriteria dan persyaratan golongan kelas usana hotel bmtang dnetapkan dengan 
Peraturan Bupali 

(3) Sadan usaha yang menyelenggarakan usaha hotel dengan tanda b1ntang 

3 (tlga), tanda bln1an9 4 (empat), atau tanda bintang 5 (hrna) berbentuk 
Perseroan Terbatas (PT) 
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Pasal14 
( 1) Pengusahaan pondok wtsata adalah usaha penyed,aan oelayanan penglnapan 

atau peristirahatan bagl wisatawan 

Baglan Keempat 
Usaha Pondok Wisata 

Pasal 13 
(1) Pengusahaan penglnapan remoja adalah usaha menyediakan fasilllas 

penginspan atau pelayanan-pelayanan lain bagi remsjs, pelajar dan mahasiswa 

(2) Pengusahaan penginapan remaja diarahkan pada pengembangan wlsata 
remaja datarn rangka pembmaan remaja dan tidak semata-mala bertujuan 
komersial atau mementingkan taba. 

(3) Kriteria dan persyaratan usaha penginapan remaja ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati 

Baglan Ketiga 
Usaha Penglnapan Remaja 

Pasal12 
P,agam golongan kelas usaha hotel melati dipasang pada tempat yang mudah d1llhat 
oleh omum. 

Pasal 11 

(1) Piagam golongan kelas usha hotel Melah berlaku untuk Jangka waktu 3 
(tiga) tahun 

(2) Penetapan golongan kelas usaha hotel melati set1a~ waktu dapat 
dl!ln)au kemball oleh Bupah untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat 
dlpenuhl. 

(3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan Isl piagam golongan kelas usahs 
hotel melati ditetapkan dengan Peraturan Bupah. 

Pasal10 

Golongan kelas usaha holel melatl tetinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bungs 

melsti, golongan kelas usaha hotel melall a,enengah dinyatakan dengan tanda 2 
(dua) bunga melatl, sedangkan golongan kelas usaha hotel melatl terendah 
dinyatakan dengan lands 1 (satu) bunga melatl 
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Pasal 18 
(1) lzin usaha dinyatakan tldak berlaku karena 

a. pengusaha tidak meneruskan usahanya a1au usahanya bubar 
b. pemegang iz,n usaha men,nggaf. 

Pasal 17 
(1) Jzln usaha sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat (1l berlaku selama 

keglalan usahanya maslh berjalan, 

(2) lzin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan 
kecuall dengan izln tertulis dari Bupati 

(2) lzin yang dlberlkan untuk usaha hotel bintang meliputi semua jenis keglatan 

yang diselenggarakan sebagai penunJang usaha hotel blntang. 

Pasal 16 
(1) Seuap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha hotel, 

usaha penginapan remaja, usaha ponclok wisata dan usaha tempat indekos 
waj1b memlllkl izin usaha darl Bupatl. 

BABV 
PERIZINAN 

lndekos ditelapkan dengan (3) Kriteria dan persyaratan usaha tempal 
Peraturan Bupall 

Pasal 15 
(1) Pengusahaan tempat lndekos adalah usaha penyediaan tempat t,nggal bag, 

seseorang atau beberapa orang dalam Jangka waktu tertentu. 

(2) Pengusahaan tempat indekos dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan 
mmum sebagal jasa tambahan. 

Baglan l(elima 

Usaha Tompat lndokos 

dengan (3) Kriter,a dan persyaratan usana pondok wisa1a ditetapkan 

Peraturan Bupat, 

(2) Pengusahaan pondok wlsa1a dapat menyed,akan jasa pelayanan rnakan dan 

mtnurn sebagal jasa tambahan 
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(1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan iz1n usaha sebaqannana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). 

Pasal 21 

(3) Permohonan lzln usaha penginapan remaia. usaha pondok wisata, dan 

usaha tempat lndekos tidak dilampiri Rencana Tapak dan Study Kelayakan 

sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf d 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ddampiri persyaratan 

sebagal berlkut 

a. bukti dlri yang sah, 

b. lzin Mendirlkan Bangunan (IMB), 

c. lzln Gangguan: 

d Rencana Tapak dan Sludy Kelayakan; 

e. Akta Pendlrian Perusahaan; dan 

f. Nomor Pokok Wajlb Pajak Daerah (NPWPD). 

Pasal20 

( 1) Permohonan izin us aha diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan meng1s1 

formulir yang telah disediakan 

BABVI 

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN 

IZIN USAHA 

Pasal 19 
Penyediaan jasa lalnnya di llngkungan usaha hotel. usaha peng1napan remaja, usaha 

pondok wisala dan usaha tempat lndekos yang bdak menjadl baglan dari lzin usaha, 
dlselenggarkan atas dasar lzin usaha tersendfri sesuai dengan Per .. turan Perundang­ 

undangan yang berlaku. 

c dlpindahtangankan oleh pemegang lzin usaha tanpa izin tenuus can 

Bupall, 

d hak penguasaan tanah/tempat usaha hllang/dihapus, atau 

e alas hak terhadap tempat usaha atau jenls usaha hapus. 

(2) Pernyataan tidak berlakunya izln usaha sebaga1mana dirnaksud pada aynt (1) 

1idak perlu mendapatkan putusan pengadilan lerlebih dahulu 
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Pasal 22 

(1) Pimplnan usaha hotel, usaha penglnapan remaja, usaha pondok wrsata, dan 

usaha tempat lndekos dalam menjalankan usahanya wajib 
a. memberl perllndungan kepada tamu; 

b. tidak menggunakan hotel. penglnapan remaja, pondok wlsata dan tempat 

lndekos untuk pe~udian, penyalahgunaan narkouka, psikotroplka clan zat 

adikllf larnnya, kegiatan·kegtatan yang melanggar kesusllaan, keamanan dan 
ketertlban umum, 

c. mencatat, menyimpan barang-barang mlllk tamu yang tert,nggal dlllngkungan 

tempat usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat 

barang tersebut dltemukan serta menyimpan barang lamu tersebut sekurang­ 
kurangnya selama 6 (enam) bulan; 

d menyediakan tempat penylmpanan barang-barang berharga seeara khusus 

untuk usaha hotel dan memberilahukan kepada tamu hotel untuk menyimpan 

barang-barang berharga di tempat penyimpanan barang berharga yang 
disediakan; 

e menjamln teepenuhmya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan 

daerah yang duetepkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku, 

menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesual dE>ngan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; dan 

g. menyampaikan laporan kepada Bupati 

(2) Untuk penyelenggaraan usaha pondok wlsata. usaha penglnapan remaja dan 

usaha tempat lndekos lidak dlwaj1bkan menyediakan rasilitas peny,mpanan 
barang-barang buharga sebagalmana dlwajibkan bagl usaha hotel 

BAB VII 

KEWAJIBAN 

(3) Dalam hal permohonan iztn usaha dltolak. Bupat1 membentahukan secara 

tertulis kepada pemohon dengan menyebulkan alasan-alasannya 

(2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagalmana d1maksud 

pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan se1ak dttenmanya 

permohonan yang telah memenuhi persyaralan sebagaimana dlmaksud dalarn 
Pasal 20 ayal (2) 
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Pasal 24 

Dalam hal waktu penylmpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana d1maksud 

dalam Pasal 22 ayal ( 1) huruf c melampaul Jangka waktu 6 (enam) bu Ian se1ak 

diternukan, maka plmpinan usaha hotel, usaha penginapan remaia, usaha pondok 

wisata dan usaha tempat mdekos dapat melepaskan tanggujawabnya dan dapat 
menetapkan suatu kebljakan untuk penyelesaiannya 

(2) Persyaratan sanltasl dan kesehatan llngkungan, serta kelaikan teknis alat 

pertengkapan sebagalmana dimaksud pada ayal (1) huruf c dan huruf d sesual 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

e. memberikan perllndungan dan pengamanan lerhadap barang-barang mlhk 

tamu di kamar darl kemungkinan pencurian dan/alau kerusakan. 

c, pemeliharaan sanitasl dan kesehatan llngkungan; 

d. menjaga kelaikan teknls alal perlengkapan untuk menjam1n kepentingan dan 
keselamatan umum; 

Pasal 23 

(1) Oalam penyelenggaraan perllndungan kepada tamu sebagaimana dlmaksud 

dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a. pimplnan usaha bertanggung jawab alas 

a. untuk usaha hotel bintang, mencegah penjualan da1 falau peredaran 

minuman keras kepada pengunjung yang belum dewasa, dan penJualan 

minuman keras oleh hotel bintang hanya dilakukan secara eceran unluk 
dlmlnum dllingkungan hotel; 

b. untuk usaha hotel rnelati, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata 

dan usaha tempat lndekos. lidak menyedlakan danfalau menjual minuman 
keras; 

(3) Plmpinan usaha berhak unluk mengambil tindakan terhadap tamu yang 

melanggar ketentuan dalam rangka penc119ahan sebaga,mana dlmaksud pada 

ayat (1) hurufb sesuai Peraturan Perundang-undangan yAng berlaku. 

(4) Plmplnan usaha hotel yang memilfkl fasllltas dlskotik dan karaoke, selaln waJ1b 

memenuhl kelentuan sebaga,mana dimaksud pada ayal (1 ). pada bulan 

Ramadhan dan harl-hari besar keagamaan lalnnya, serta waktu-waktu yang 

d1tenlukan wajib mentaall ketentuan opersional yang diletapkan oleh Bupat1 

12



Plmpinan usahe hotel, usaha penglnapan rernara. usaha pondok wrsata den usaha 

tempat fndekos dapat mengambll tlndakan-tindakan yang dapat 

dipertanggungjawabkan lerhadap tamu yang menurut pertimbanqan tldak dapat 
memenuhi kewajibannya. 

Pasal 28 

Pimpman usaha hotel, usana penglnapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha 

lempat lndekos menetapkan peraturan yang berlaku di dalam usahanya untuk 

diketahu, oleh tamu sepanjang Udak bertentangan dengan Perturan Oaerah inl. 

Pasal 27 

(1) Pimpinan usaha hotel, usaha penglnapan remaja, usaha pondok wlseta dan 

usaha tempa1 indekos wa11b memenuhl kelentuan yang dltelapkan unluk 

menyelenggarekan keglatan keramaian danlatau perturuukan tercates. siaran 

video atau penggunaan antena parabola unluk peny,aran acara TV dalam 
bangunan tersendlrl 

(2) Ketentuan bagi penyelenggaraan keglatan sebagaimana dfmaksud pada ayet (1) 

ditelapkan dengan Peraturan Bupali 

Pasal26 

(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayal (1) huruf g 

mellputl: 

a laporan tlngkat hunlan kemar bulanan seUap 3 (tfga) bulan sexau, d1kinmkan 

selambat-lambatnya pada mlnggu kedua dari bulan pertama lriwulan 
berlkutnye; 

b. laporan tahunan satlshk, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak 
akhlr tanun takwin pelaporan. 

(2) Bentuk dan Isl laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupatl. 

Pasal25 
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lzin usaha dicabut karena . 

a. tidak memenuhl kewajiban-kewajfban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayal (1) dan a;at (4); 

b terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan keg,atan 
usahanya, 

c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Perundang­ 
undangan yang berkaitan dengan keglatan usahanya; atau 

d tidak rnenjalankan usahanya selarna 2 (ciua) tahun berturut-turut 

Pasal 31 

BABIX 

PENCABUTAN IZIN 

Pasal30 

(1) Usaha hotel, usaha penglnapan remaja, usana pondok wisata dan usaha 

tempat lndekos yang akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas 

usahanya harus sesua, dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

dan wa11b metaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetuJuan. 

(2) Perubahan rasllltas dan kapasitas usaha sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) 

yang mengakibalkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengaJukan 
permohonan lzin baru 

Pasal29 

(1) Terhadap pemindah tanganan kepemtlikan usaha hotel, usaha penginapan 

remaja. usaha pondok w,sata dan usaha tempat lndekos wa11b dtlaporkan secara 
tertulls kepada Bupatl dengan dllampiri · 

a. Sallnan Akta Perallhan Hak; 

b. Salinan Akta Pendtrian Sadan Usaha pemillk yang bani 

(2) Terhadap perubahan nama dan/atau lokasl usaha hotel, usaha penglnapan 

remaja, usaha pondok wlsata dan usaha tempat mdekos wajib dilaporkan secara 
tertulls kepada Bupatl 

(3) Dengan adanya pemindah tanganan kepemtlikan, perubahan nama danlatau 

lokasl usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata. dan usaha 

tempat lndekos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izln usaha 
wajlb diperbaharul sebagaimana iz,n baru 

BAB VIII 

PERUBAHAN USAHA 
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Pasat36 

Retribusi lzin Usaha Hotel dan Penginapan dlgolongkan sebagai retribusl penzman 

tertentu. 

Baglan Kedua 

Golongan Relribusi 

Pasal35 

(1) Subyek retrlbusi adalah orang pribad, atau badan yang memperoleh lzin usaha 

(2) Wajib retribusl adalah orang prlbadt atau badan hukum yang wajib membayar 

relribusi alas jasa pelayanan pemberian ,zin usaha. 

Pasal34 

Obyek retrlbusi adalah jasa pelayanan pemberian rzm usaha, yang tercm dari 

a. Retribusl lzin Usaha Hotel; 

b Retribusl lz,n Usaha P,mglnapan RemaJa: 

c. Retribusl lzin Usaha Pondok Wisata; dan 

d Retribusl lzin Usaha Tempat lndekosL 

Pasal33 

Dengan nama Retribusl lzin Usaha Hotel dan Penglnapan dipungut retrlbusl alas 

jasa pelayanan pemberian izln usaha. 

Bagla,, Kosatu 

Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi 

BABX 

RETRIBUSI 

Pasal32 

( 1) Pencabutan izin usaha sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 31 hurur a dan 

hurur d dllaksanakan paling lama 30 (llga puluh) hari kerja setelah dlberlkan 

perlngatan sebanyak 3 (liga) kali. 

(2) Pembenan perongatan dan/atau pencabutan izin usaha d,laksanakan oleh 

Bu pat, 
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4 Usaha Hotel 81ntang dengan tanda bintang 4 (empat). 

sebesar Rp. 5.000.000.- (hma juta rupiah): 

5 Usaha Hotel Bintang dengan tanda bmtang 6 (hma). sebesar 
Rp 7.000.000,- (tuJuh Juta. rupiah). 

3 Usaha Hotel Bmtang dengan tanda bintang 3 (tiga). sebesar 
Rp. 4.000 000,- (empat Juta rupiah); 

Pasal39 

(1) Struktur dan besarnya larlf relrlbusi d1golongkan berdasarkan jenis usaha yang 
diselenggarakan 

(2) Struktur dan besarnya tanf retribusi sebagaimana dlmaksud pada ayal (1) 
sebagal berikut . 

a. Usaha Hotel Bintang 

1 Usaha Hotel Bintang dengan tanda bintang 1 (satu), sebesar 
Rp. 2 000.000,· (dua juta rupiah); 

2. Usaha Hotel Bintang dengan landa blntang 2 (dua), sebesar 
Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 

Bagian Kellma 

Struktur dan Bosarnya Tarlf 

Pasal38 

Pnnsip dan sasaran dalam menetapkan besamya tanf retnbusi d1dasarkan pada 

tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian lzin 
usaha. 

Bagian Koempat 

Prlnsip dan Sasaran Oalam Monetapkan Struktur Besarnya Tarif 

Pasal 37 

Tlngkal penggunaan jasa dlukur berdasarkan jenrs usaha yang d1selenggarakan 

Bagian Kotlga 

Cara Mongukur Tlngkat Penggunaan Jasa 
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Pasal 41 
Retribusi terutang terJadl pada saat dilerbltkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dlpersamakan. 

Bagian Ketujuh 

Saat Retrlbusi Terutang 

Ratribusi terutang dlpungut di Daerah 
Pasal40 

Bagian Koonam 

Wllayah Pomungutan 

1 Usaha Tempat lndekos kecll, sebesar Rp. 300 ono,- (tiga ratus nbu 
rupiah); 

2. Usaha Tempat lndekos sedang. sebesar Rp, 500.000.- (llma ratus ribu 
rupiah) per-kamar; 

3. Usaha Tempat lndekos besar, sebesar Rp, 750.000,- (tu/uh ratus llma 
puluh nbu rupiah), 

e. Usaha Tempat lndekos 

Rp. 1.7000.000.- (satujuta tuJuh ratus ribu rupiah), 

c. Usaha Penglnapan Remaja. sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus hma puluh 
ribu rupiah), 

d Usaha Pondok W1sata, sebesar Rp. 750.000,- (tu/uh ratus llma puluh nbu 
rupiah); 

sr (dua 2. U&aha Hotel Melatl dengRn tanda bunga mel .. 

Rp. 1.000.000.- (salu Juta rupiah); 

3. Usaha Hotel Melati dengan tanda bunga melatl 3 (tlga) sebesar 

1 Usaha Hotel Melatl dengan tanda bunga melali I (satu) sebesar 
Rp 600.000,- (enam ratus nbu rupiah); 

b Usaha Hotel Melati 
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Pasal47 

(1) Surat teguran atau sural peringatan atau surat lain yang sejenls sebagal awal 

t,ndakan pelaksanaan penagihan. retrlbusl d1keluarkan 7 (tujuh) han seJak saat 
jatuh tempo pembayaran 

Bagian Keduabelas 

Tata Cara Ponagihan 

Pasal46 

Hasll pungutan retnbusr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dlsetor secara brutto 
ke Kas Daerah. 

Pasal 45 

(1) Pembayaran retribusl yang terutang harus dlbayar sekaligus 

(2) Retrlbust yang terutang dilunasl paling lama 30 (ttga puluh) hari seiak 

diterbitkannya SKRO atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Bagian Kesebolas 

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal44 

Oalam hal wajlb retnbusi lldak membayar tepat waktu atau kurang membayar, 

dikenakan sanksi admlnlstrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus} setlap 

bulan dan retnbusl yang terutang atau, dan ditagih dengan menggunakan STRO 

Bagian Kosopuluh 

Sanksi Admlnlstrasi 

Pasal43 

Masa retribusl izln usaha hotel dan penginapan berlaku selama usaha tersebut masih 
benalan 

Bagian Kesembilan 

Masa Rotribusl 

Pasal42 

Retribus, dipungut dengan SKRO atau dokumen lain yang dlpersamakan. 

Baglan Kodolapan 

Tata Cara Pemungutan 
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Pasal50 

(1) Atas kefeb,han pembayaran retrtbusi, wajib retribusl dapal mengajukan 

permohonan pengembahan kepada Bupall. 

Baglan Kellmabelas 

Keleblhan Pombayaran 

Pasal49 

(1) Wajib retribusl dapat megajukan keberatan kepada Bupati atas surat SKRD atau 
dokumen lain yang dlpersamakan 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang Jelas 

(3) Keberatan harus diaJukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

SKRD dlterbitkan, kecuali wajlb retribusi dapat menunjukkan bahwa Jangka waktu 

itu tidak dapat dipenui karena keadaan diluar kekuasaannya 

(4) Pengajuan keberatan tldak menunda kewaJ1ban membayar retnbus, dan 
pelaksanaan penaglhan retribusl 

Baglan Keempatbolas 

Keberatan 

Pasal48 

(1) Bupat, dapat memberlkan pengurangan, kennganan dan pembebasan retnbus, 

(2) Pemberlan pengurangan dan kering&nan retrlbus, sebagalmana d,maksud pada 

ayat (1) dengan memperhatlkan kemampuan wajib retnbusi 

(3) Tata cara pengurangan, kerlnganan, dan pembebasan retnbusl sebaga,mana 

dlmaksud pads ayat (1) dltetapkan dengan Peraluran Bupati 

Baglan Ketigabelas 

Pengurangan, Korlnganan, dan Pombobasan Retrlbusl 

(2) Dalam waktu 7 (tuJuh) harl setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan 

atau surat lain yang sejenis disampalkan, wajib retribusi harus metunasl retribus, 

yang terutang 

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenls sebagalm,ana yang 

dimaksud pada ayat (1) dlkeluarkan oleh Bupah 
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Pasal52 

(1) Plutang retrfbusi yang dapat dihapus adalah piutang retribus, yang tercantum 

dalam SKRO atau dokumen lain yang dlpersamakan yang bdak dapat atau tidak 

mungkin dltagih lagl, disebabkan karena wajib retrlbusl meninggal duma dengan 

tldak menlnggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahh wans, tldak dapat 

ditemukan. tidak mempunya, harta kekayaan lagl atau karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa 

Pasal 51 

(1) Hak untuk melakukan penaglhan retrlbusl kedaluwarsa setelah melampaui 1angka 

waktu 3 (tiga) tahun terhltung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuall apabila 

waJib retribusi melakukan tindak pldana dibldang retribusi 

(2) Kedaluwarsa penagihan retrlbusi sebagalmana dtmaksud pad a ayat (1} 
tertangguh apabila . 

a dlterbitkan surat teguran, atau 

b ada pengakuan utang retribusl dan wajib retnbusi baik Jangsung maupun tldak 
langsung. 

Baglan Keonambelas 

Kedaluwarsa Retrlbusl 

(2) Bupall dalam jangkla waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak d1lenmanya 

permohonan keleblhan pembayaran retnbus1 sebagaimana dlmaksud pada ayat 

(1) harus sudah memberikan keputusan ~ 

(3) Dalam hol jangka wak1u sebagalmana d1maksud pada ayat (2) telah terlampau, 

dan Bupati tidak memberlkan suatu keputusan. permohonan pengemballan 

retrlbusi dlanggap dlkabulkan den SKOLB harus d1terbHkan dalam Jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan, 

(4) Apabila wajlb retnbusi mempunyai ulang retribusi lainnya, keleblhan pembayaran 

relribusl sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), langsung d1perhitungkan untuk 
melunasl terleblh dahulu ulang retribusi tersebut. 

(5) Pengemballan kelebihan retribusl sebagalmana dimaksdu pad a ayat (1) dllakukan 

dalam fangka wak1u paling lama 2 (dua} bulan sejak dllerb1tkannya SKRDLB 

(6) Apablla pengemballan retrlbusi sebagalmana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 

setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan lmbalan bunga 
sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan. 
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Pasal53 

(1) Wajib retribusl yang tida~ melaksanakan kewajlban sehlngga mef\Jgikan 

keuangan Daerah, diancam pidana kuf\Jngan paling lama 6 {enam) bulan etau 

dende paling banyak 4 (empat) kell jumlah retribusl yang terutang 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(1), dlancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tlga) bulan atau denda 
paling banyak Rp.2.000.000.· (dua Juta rupiah). 

(3) Tindak Pidana sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 
pelanggaran 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

(7) Tata cara penghapusan piutang tetribusl dlatur leb,h lanjui dengan Peraturan 
Bupall 

(6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan plutang retribus, yang sudah 
kedaluwarsa 

(5) Usul penghapusan piutang retnbusl kepada Bupatl pada setiap akhlr tahun takw1n 

dengan dllampirkan daftar penghapusan daftar piutang sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (4) 

(4) Alas dasar laporan dan penelltian admlnistrasi sebagalmana d,maksud pada ayat 
(3), setiap akhlr tahun takwim dibuat daftar penghapusan plutang untuk setlap 

Jenis retribusl yang berlsi nama wajlb retribusl, Jumlah retnbusl dan keterangan 
mengena, wajib retribusl. 

(2) Untuk memaslikan keadaan waj,b rotnbusi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1). 

harus dllakukan pemenksaan seternpat terhadap wajlb retnbusl. sebaga1 dasar 

menentukan besarnya relnbusi yang Udak dapat ditaglh lagl 

(3) Plutang retribusl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1 J hanya dapat dlhapus 

setelah adanya laporan pemeriksaan sebagalmana dimaksud pada ayat (2). atau 

setelah adanya penehtian administras, mengenal kedaluwarsa penag1han 
retribusl. 
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BAB XIII 
PENYIOIKAN 

Pasal 54 
(1) Pejabat Pegawa, Negeri Sipll tertentu di llngkungan Pemenntah Oaerah diberl 

wewenang khusus sebaga1 Penyidlk untuk melakukan penyidlkan tindak pldana 

dibidang perizlnan dan retnbus1 sesual ketentuan yang diatur dalan Undang· 

Undang Nomor 8 Tahun 1981 lenlang Hukum Aoara Pidana. 

(2) Wewonang Penyidlk sebagalmana d1maksud pada ayat (1) adafah : 

a monerima, rnencan, mengumpulkan dan menebti kelerangan atau laporan 
berkenaan dengan tmdak pidana agar keterangan atau laporan tersebut 
rneniadi lengkap dan jelas. 

b. menellU. mencarl dan mengumpulkan kelerangan mengenal orang pribad, 
alau badan tenlang kebenaran perbuatan yang ddakukan sehubungan 
dengan tindak pldana: 

c meminta keterangan dan bahan bukti darl orang prlbadl alau badan 
sehubungan dengan tidak pidana; 

d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tlndak pidana, 

e melakukan penggeledahan untuk mendapalkan bahan bukb pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain. serta melakukan penyltaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan lugas penyldikan 
tindak pidana, 

g menyuruh berhenU dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
lempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnemenssa 1denlitas 
orang dan/atau dokumen yang dlbawa sebagalmana dimaksud pada huruf e, 

h memotret seseorang yang berkanan dengan t,ndak pidana; 

memangg,I orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa sebagal 
tersangka atau saksl; 

j. menghentlkan penyidikan: 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidlkan tlndak 
pidana menurut hukum yang bertanggungjawab 

(3) Penyidlk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberltahukan dimulainya 

penyid1kan dan menyampaikan has1I penyid1kannya kepada Penuntut Umum 

melalui pejabal Pollsi Negara Rep',!blfk Indonesia, sesual dengan kelentuan yang 

dlatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 
Pidana. 
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Pasal57 

lz,n usaha yang diperoteh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum 
Peraturan Daerah inl diberlallukan, dinyatakan letap berlaku 

BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

(3) Oalam menyelenggarakan kegialan usahanya. pimpinan usaha melaksanakan 

upaya penlngkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terus-menerus 
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

(2) Oalam memelihara hubungan kerja, J.umpinan usaha waj1b memenuhi ketentuan 

dlbldang kelenagaker1aan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku 

Pasal56 

( 1) Perizrnan bag I Penanam Modal Asing (PMA) atau Penanam Modal Oalam 

Negerl (PMDN) dllaksanakan sesuai dengan Peraturan Penmdang-undangan yang 
berlaku. 

BAB XV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

(5) Mekanlsme pemblnaan, pengawasan dan pengendalian usaha dlatur leblh 
lanjut dengan Peraluran Bupati. 

(3) Dalam ranyka Pembrnaan, Pengawasan dan Pengendallan usaha, sewaktu-waktu 

petugas dapal melakukan pemerlksaaan dilempat usaha dan secara be,kala 

melakukan penelltian terhadap persyaralannya 

(4) Untuk memudahkan pengawasan, lzln usaha d1pasang pada tempat yang 
mudah dilihat dan d1baca oleh umum. 

Pasal55 

(1) Pembmaan, Pengawasan dan Pengendallan usaha dllakukan oleh Bupah dan 

dapat bekeqasama dengan lnstansl lain yang terka,t 

(2) Bupati dapat meminta laporan hal-hal yang dlanggap perlu kepada pirnplnan 

usaha 

BAB XIV 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENOALIAN 
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Pasaf60 

PP.raturan Oaerah lni mulal berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahu1nya, memer,ntahkan pengudangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. 

Pasal 59 
Hal-hal yang belum dfatur dalam Peraturan Daerah lni sepanjang mengena, 

pelaksanaanya akan dlatur leblh lanjut dengan Peraturan Bupati 

Pasal58 

Pada saat Peraturan Daerah lni mulai berlaku, maka Peraturan Oaerah Kabupalen 

Daerah Tlngkat II Banyumas Nomor 37 Tahun 1995 tentang Usaha Hotel Melatl 

(Lembaran Oaerah Kabupaten Daerah nngkat II Banyumas Tahun 1996 Nomor 2 Sen 

B) dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 
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penyelenggaraan usaha hotel dan pEnginapan, serta bertambahnya kewena11gan 

Pemerlnlah Daerah dalam mengatur perlzlnan usaha hotel dan penginapan 

berdasarkan Keputusan Menter! Dalam Negerl Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang 

Pengakuan Kewenangan Kabupalen/Kota dan Daftar Kewenangan 

Kabupaten/Kota Per-Bldang darl Departeman, dlmana Pemerintah Daerah 

berwenang mengalur perizinan Hotel yang meliputi Hotel Blntang, Peraturan 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 37 Tahun 1995 perlu 

disesuaikan, sehingga dapat memberikan kepastlan hukum dalam 

penyelenggaraan usaha hotel dan penglnapan yang belum diatur dalam Peraturan 
Daerah tersebut 

Peraturan Daerah In, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bc1gl 

pemberian lzln usaha. penggolongan dan klasifikasl usaha, peletakan dasar-dasar 

tentang syarat-syarat usaha yang berlaku, peningkatan mutu dan pelayanan, 

pernbinaan dan pengawasan atas keglatan usaha hotel dan peng,napan dengan 

memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan dan tata ruang. Mengingat 

fungsi utama penzman dlmaksudkan untuk mengadakan pembinaan, 

pengendallan dan pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakal, maka 

dalarn Peraturan Daerah lni disamping mengatur syarat-syarat untuk 

mendapatkan perl:zinan. Juga diatur kewajiban-kewa,,ban bagi penyelenggara 

usaha hotel dan peng,napan yang bertujuan dlsamping untuk mellndungl 

pengguna [asa usaha hotel dan pe.ngmapan, Juga untuk ketertlban admmlstras] 
penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan. 

memngkatnya semak,n dengan perkembangannya Dal am 

I. PENJELASAN UMUM 

Sejalan dengan pelaksanaan Otonoml Oaerah dan penyerahan sebaglan 

urusan pernenntahan di bidang Keparlwlsataan oleh Pemerintah Provins! Jawa 

Tengah kepada Pemenntah Kabupaten Banyumas, telah dltetapkan Peraturan 

Daerah KalJupaten Daerah Tmgkat II Banyumas Nomor 37 Tahun 1995 lentang 
Usaha Hotel Melatl. 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 3 TAHUN 2009 

TENT ANG 

USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN 
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Jenis kegiatan sebagal penunjang usaha hotel 
bintang antara lain 

1. penggunaan hit , 

2 penggunaan boiler ; 

3 penyehatan makanan • 

4. penggunaan bangunan ; 

5. penyimpangan Jam kerja ; 

6. penyimpanan mlnuman keras ; 

7. penJualan minuman keras 

8. slaran video di dalam bangunan usaha sendm ; 
9. penggunaan antena parabola, 

10 penggunaan kolam renang , 

11 penyelenggaraan dlskotik , 

12 penyelenggaraan barllempat mmum 

13 penyeJenggaraan restoran , 

14 penyelenggaraan mandl uap , 

15. penyelenggaraan laundry dan dry cleaning, 

16 penyelenggaraan sarana olah raga dan 

rekreasf 

17 penggunaan racun api 

1 B promos! kegiatan usaha sendm : 

19 keg,atan keramaian , 

20 pertunjukan terbatas ; 

21 penggunaan tenaga ke~a warga negara asing 
lpendatang : 

22 penyelenggaraan parklr di halaman sendin. 
Cukup jelas 

Cukup jelas 

lzm Usaha yang dtplndahtangankan sepanjang 

tidak merubah kepemilikan narus dengan iZln 

tertulis Bupatr, maka lzm tersebut d1nyatakan telap 

berlaku atas nama pemegang ivn baru dan tidak 

Cukup Jelas 

Cukup jelas 

ayat (1) 

ayat (2) 

Pasal 16 

Pasal 17 

ayat (2) 

Pasal 1 std Pasal 14 

Pasal 15 ayat (1) 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
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Ketentuan lni dlmaksudkan untuk menjamin 

kepastian waktu maksimal bagi pemegang IZJn 

untuk segera memulai usahanya bercasarkan lzm 
yang lelah dttetapkan 

Cukup jelas 

Penentuan batas waktu penngatan dalam Pasal lni 

dlkaltkan dengan [erus dan s1fat pelanggaran 

Tidak menerusl<an usaha yang d1maksudkan dalam 

ketentuan lnl, dapat disebabkan oleh berbaga1 haf 

antara lain pallu atau berganti usaha Dalam hal 

seorang pengusaha mengalami paihl. maka harus 

Pemlndahan hak kepemilikan, perubaMn nama 

dan lokasi usaha untuk menda,Jalkan iz,n baru, 

wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat 

berdasarxan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Cukup 1elas 

Cukup jelas. 

menghapus mass berlaku lzm 

Dalam hal lzln usaha dlpindahtanga~kan tanpa lzm 

tertulis Bupati, make lzin usaha tersebut d1nyatakan 

barat dan diwaJlbkan untuk mengajukan 

permohonan iZln usaha baru sesual peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Cukup jelas. 

Penyelenggaraan kegratan keramaian, pertunjukan 

terbatas, slaran video dan pengguanan antena 

parabola untuk penyiaran acara lV dalam 

bangunan sendlri yang dlselenggarakan oleh 

pengusaha hotel, peng,napan remaja dan pondok 

wlsata, tldak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum, norma-norma agama dan 

kesusilaan serta adat-istiadat setempat 

Cukup jelas. 

Cukup Jelas. 

Cukup ietas 

Pasal 32 ayat ( 1) huruf a 

ayat (1) 

ayat (2) 

Pasal31 

Pasal29 

Pasal 30 huruf a. s/d 

hurur c. 

huruf d 

ayat (2) 

Pasal 26 s/d Pasal 27 

Pasal 28 ayat (11 std 

ayat (2) 

ayat (3) 

Pasal 18 s/d Pasal 24 

Pasal 25 ayat {1) 
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perundang-undangan sebelum f'eraturan Daerah 

ini, bahwa 1zm tersebut masih tetap berlaku sampal 

dengan hablsnya masa daftar ulang. 

Selelah masa darter ufang habrs, maka pengusaha 

dlmaksud wajib untuk mengaiukan permohonan ,zm 
baru berdasarkan Peraturan Daerah Inf 

Untuk mencegah terjadlnya kevakurnan hukum 

maka pengajuan permohonan lzln dilaksanakan 

selambat·lambatnya 1 bulan sebelum habis mass 

dafter ulang izin sebelumnya. 

Cukup jelas. 

peraturan berdasarkan iziri mendapatkan 

Cukup ietas 

Cukup jelas 

Ketentuan Inf dlmaksudkan untuk memberikan 

kemudahan bagl pengusaha yang sudah 

berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang 

Dalam hal pemegang 1z1n menmggal duma, maka 

ahll warls • dlwajlbkan untuk melaporkan kepada 

Bupah atau Peiabat yang d1tun1uk sclambat­ 
tarnbatnva 30 (tigapuluh) harl kena pemegang lz1n 
meninggal dunla 

Cukup Jelas. 

Pasal 58 std Pasal 60 

huruf c std 

huruf g 

ayat (2) 

Passi 33 std Pasal 56 

Pasal57 

huruf b 
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